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PERLINDUNGAN HUKUM

RAHASIA

DAGANG

DI INDONESIA

ada prinsipnya keikutsertaan Indonesia dalam
Ppembentukan organisasi perdagangan dunia

atau Agreement Estabilishing The World Trade
Organization yang didalamnya mencakup persetujuan
tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual,
termasuk perdagangan barang palsu (Agreementon Trade
Related Aspect of Intelectual Property Rights, Including
Trade in Counterfit Goods of Trips) berarti menyetujui
rencana persaingan dunia dan perdagangan bebas
meskipun dikemas dengan persetujuan-persetujuan lain
di bidang tarif dan perdagangan.

Oleh: Lina Rachmatia

Pembentukan organisasi itu dilakukan dalam sidang di
Marakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994. Kemudian
pembentukan itu disahkan melalui Undang-undang No.7
Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang
PengesahanAgreement Estabilishing The World Trade
Organization (persetujuan pembentukan organisasi
perdagangan dunia). Konsekuensi keikutsertaan itu
adalah bagaimana mempersiapkan para pengusaha
Indonesia agar mampu melakukan persaingan jujur dan
sehat dalam pasar global. Persaingan tersebut tidak
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hanya akan dilakukan oleh dan
diantara negara-negara berkembang
yang satu dengan yang lainnya.

Persaingan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari kehidupan
yang dihadapi para pengusaha dalam
mencapai tujuan yaitu memperoleh
laba yang sebesar-besarnya dan
mengungguli perusahaan lain serta
menjaga perolehan laba tersebut.
Dalam mencapai tujuan tersebut,
sering kali terjadi praktek persaingan
curang yang dapat menimbulkan
konflik antara pengusaha yang satu
dengan pengusaha yang lain. Konflik
itu juga dapat merugikan rakyat
sebagai konsumen untuk mencegah
dan mengatasi persaingan curang
itu, diperlukan hukum yang akan
menentukan rambu-rambu yang
harus ditaati secara preventif dan
represif bagi mereka yang melakukan
persaingan. Tujuannya tidak lain agar
hukum dapat mencegah terjadinya
persaingan curang. Lingkup tujuan di
atas termasuk pula tindakan hukum
terhadap pengusahayang melakukan

pelanggaran terhadap pemilik hak
rahasia dagang. Pembangunan
ekonomi suatu negara tidak boleh
hanya mengandalkan keunggulan
komperatif (comperative advantage),
tetapi  harus  diiringi dengan
keunggulan kompetitif (kompetitif
advantage), bahkan banyak negara
pada saat ini justru mengadalkan
keunggulan kompetitif seperti Hak
Kekayaan Intelektual sebagai dasar
membangun perekonomian.

Jika memperhatikan  peraturan-
peraturan yang tercakup dalam
hukum umum, tampaknya pasal
1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dan pasal 322 serta pasal
323 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana telah tidak memadai untuk
melindungi pemegang Hak Rahasia
Dagang dari tindakan pengusaha lain
yang melakukan persaingan curang.

Karena pasal-pasal itu dianggap
kurang memadai, maka perlu
dibentuk hukum khusus yang diatur
dalam  Undang-undang Rahasia
Dagang Nomor 30 Tahun 2000.

Meskipun perlindungan terhadap
pemilik Hak Rahasia Dagang tidak
harus selalu diatur dalam suatu
undang-undang khusus, karena
bisa saja perlindungan itu diatur
dalam satu undang-undang yang
bersifat umum, yang didalamnya
juga memberikan perlindungan
terhadap pemilik Hak Rahasia
Dagang sebagaimana diterapkan
di beberapa negara industri maju,
misalnya : Amerika Serikat, Jepang,
Jerman atau Australia. Namun
Indonesia menganggap perlu
membuat secara khusus Undang-
undang Rahasia Dagang vyang
memberikan perlindungan terhadap
pemilik hak tersebut.

Undang-undang Rahasia Dagang ini
merupakan salah satu dari sistem
hukum vyang baru saja disahkan
bersama-sama Undang-undang
Desain Industri dan Undang-undang
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
yang disahkan pada akhir 2000 yang
memiliki kekhasan undang-undang
Hak Kekayaan Intelektual lainnya.



Pembahasan 3 (tiga) rancangan
undang-undang tentang Rahasia
Dagang, Desain Industri, dan

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
hingga menjadi undang-undang
dapat dianggap cukup lama dan
berlangsung hampir selama setahun
sejak diajukan pemerintah kepada
DPR pada tanggal 17 Desember
1999 hingga disetujui untuk menjadi
undang-undang pada rapat pleno
DPR tanggal 4 Desember 2000.

Walau bukan suatu jaminan atau
korelasi apabila pembahasan yang
cukup lama itu menghasilkan suatu
undang-undang yang berkualitas
tinggi dan mampu bertahan lama
serta mampu memenuhi harapan
masyarakat. Namun kita patut
mengharapkan hal itu agar tidak
sia-sia segala jerih payah tenaga,
pikiran, waktu, dan biaya yang telah
dikeluarkan oleh para perancang
undang-undang, baik yang berada

di DPR dan pemerintah termasuk
Lembaga Swadaya Masyarakat yang
telah turun dan berpartisipasi dalam
penyusunan rancangan undang-
undang itu. Bagaimanapun, kita
patut berkecil hati dan kecewa
apabila beberapa waktu kemudian
salah satu dan atau 3 (tiga) undang-
undangituternyata harus mengalami
revisi, karena tidak ada (1) satu pun
undang-undang di dunia ini yang
tidak mengalami revisi walau kerap
kali memiliki banyak intepretasi.

Kehidupan masyarakat selalu
dinamis, mengalami pertumbuhan
dan juga perubahan yang terjadi
karena pengaruh politik, ekonomi,
sosial dan budaya, baik dalam tingkat
nasional dan internasional terutama
karenaadanyatekanan-tekananyang
mengarah pada era perdagangan
bebas dunia. Dengan demikan,
revisi terhadap undang-undang ini
bisa saja terjadi karena pengaruh
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faktor-faktor tersebut diatas. Tentu
saja, jika terjadi perubahan, kita
dapat berharap agar perubahan
itu mengarah pada kesempurnaan
sehingga implementasi undang-
undang itu dapat terlaksana secara
efektif dan dihormati oleh para
pelaku bisnis dan oleh para penegak
hukum. Selain itu administrator
atau aparat Dirjen HAKI pun mampu
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melaksanakan pasal-pasal yang
terdapat dalam undang-undang ini
secara konsisten dan tidak menzalimi
para usahawan yang tidak paham
terhadap undang-undang ini, atau
menzalimi masyarakat karena aparat
tersebut memegang kekuasaan.

Kita tentu berharap pula, agar
masalah penegakan hukum
yang akan dilaksanakan oleh
polisi, jaksa serta hakim mampu
dilakukan secara profesional dan
adil berdasarkan pada moralitas
agama vyang dianutnya. Yang
perlu dipikirkan saat ini adalah
implementasi dan sistem hukum
Rahasia Dagang dapat memberikan
manfaat bagi perkembangan
ekonomi nasional, khususnya bagi
para pengusaha nasional agar
kesetaraan dan kemampuan mereka
dalam persaingan dunia melalui

pemahaman terhadap Hak Kekayaan
Intelektual terutama Rahasia Dagang
dapat ditingkatkan.

Komersialisasi hak kekayaan
intelektual harus dibarengi dengan
perlindungan  hukum, terutuma
yvang dimiliki dan dipegang oleh
masyarakat Indonesia untuk dijadikan
salah satu sumber pembangunan
ekonomi, baik individu maupun
nasional. Perlindungan ~ hukum
dan komersialisasi hak kekayaan
intelektual membantu  program
pemerintah Indonesia pada saat ini
untuk membangun perekonomian
kreatif masyarakat. Perlindungan
hukum memberikan motivasi
pengusaha lebih inovatif mencari
kreasi-kreasibaru dalam perdagangan
dan perekonomian, karena merasa
aman dan punya kesempatan untuk
memanfaatkannya secara ekslusif.
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